KOTA BATU

PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

a. bahwa Pajak Daerah merupakan salahssimber pendapatan

c

asli daerah yang memiliki peran yang sangat stiatdglam
meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat ;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang NomorT&&un
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kama
dinyatakan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Banguna
merupakan pajak daerah.

bahwa berdasarkemtimbangan huruf a dan b, maka perlu
membentuk praturan daerah tentang Bea perolehaataskanah
dan bangunan

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesar

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960ndio
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &car

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambaha
Lembaran Negara Nomor 3029);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentiranm

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1988oNo
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terdkhgan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Tambahan Lembara
Negara Nomor 3984) ;

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penadihfak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 19970mM\4in
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaiméaia te
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 T&Q00
(Lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987) ;



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Batukan
Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91,bBdran
Lembaran Negara Nomor 4118) ;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadila
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Taambah
Lembaran Negara Nomor 4189) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangyBe&n
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tdaba
Lembaran Negara Nomor 5038) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara T200&
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentatey Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajatah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 201@0XNo
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentamig Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan KepataaD
Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran &kag
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomo
5179);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2007 tentan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaata tel
diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negfri
Tahun 2007,

12.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2006ngrakok
- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 rignta
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu ;

14.Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 200%mnent
Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentandkt@&tr
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu ;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan ~ PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK
ATASTANAH DAN BANGUNAN



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

3. Kepala Daerah adalah Walikota batu;

4. Pejabat yang di tunjuk adalah pegawai Negeri $daibrah yang di
Beri Tugas Tertentu di Bidang perpajakan daeralu&@eBengan
peraturan perundang-undangan ;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yaergpakan
kesatuan,Baik yang melakukan Usaha Maupun yand Tigdakukan
Usaha yang Meliputi Perseroaan terbatas,Perseroamakditer,
Perseroan lainya Badan usaha Milik Negara (BUMNjuaBadan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Nama dan dalamtuden
apapun firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Betsan,
Perkumpulan, Yayasan, organisasi Masa, organisassialS
politik,atau Organisasi lainnya, Lembaga dan BerBaklan lainnya
termasuk Kontra Investasi Kolektif dan Bentuk Us@btap.

6. Intansi Pemungut adalah instansi yang oleh undadgng diberi
kewenangan untuk memungut pajak daerah.

7. Nilai perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya djkat NPOP,
adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang diymaigan sebagai
dasar pengenaan pajak.

8. Nilai jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkdlOP, adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi phell yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat trangaksibeli,NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan dhjekyang sejenis
,atau nilai perolehan baru,atau NJOP pengganti.

9. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adajak ptas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

10.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalahapan atau
peristiva hukum yang mengakibatkan diperolehnya a&i@s tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi / Badan.

11.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibpgda suatu
saat,dalam masa pajak’ dalam tahun pajak, ataundadaian Tahun
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan peruncdetaggan
perpajakan daerah.

12.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulaii da
penghimpunan data objek dan subjek pajak atalbusirpenentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan pearagpajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya gkair5SPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telikwukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengaa &@n ke kas
daerah melalui kas daerah.



14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjuthgengkat
SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakatuk
melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pagkatau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanngserg-
undangan perpajakan daerah, yang dapat diberlalsgtagai SSPD.

15. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar,yangjsieiga disingkat
SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentblesarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekugan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminisian jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambalang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ket@taPajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang tefetaplkan.

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsdtga
disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yawegentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumladikpajak lebih
besar dari pada pajak yang terutang atau sehartidakaerutang.

18. Surat tagihan pajak Daerah, yang selanjutnya diain§TPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saadtsiinistratif
berupa bunga dan/atau denda.

19.Surat keputusan Pembentulan adalah surat keputugarg
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,atiun/kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peratBexandang-
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam lsetetapan
pajak Daerah, Surat ketetapan pajak daerah kuraygrb Surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahant i&tesapan pajak
daerah lebih bayar,Surat tagihan pajak Daerah,t skeputusan
keberatan.

20.Surat keputusan keberatan adalah surat keputusen kaberatan
terhadap surat ketetapan pajak Daerah, Surat gatefaajak daerah
kurang bayar , Surat ketetapan pajak daerah kuvapgr tambahan,
Surat Ketetapan pajak daerah lebih bayar, ataadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukain wigib pajak.

21.Putusan Banding adalah putusan badan peradilak ptga banding
terhadap surat keputusan keberatan yang di apiknvajib pajak.

22.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangikdilaksecara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi kgamanyang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barangagauyang ditutup
dengan penyusunan laporan keuangan berupa nenmadapdaan laba
rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menca
mengumpulkan, pengelola data dan atau keterangany#a untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dagashuntuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanatyren
perundang-undangan dibidang pajak daerah.



BAB I1
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bamglipungut
pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangun

Pasal 3

(1) Objek pajak Bea Perolehan Hak atas tanah darguman adalah
perolehan hak tanah dan/atau bangunan

(2) Perolehan hak atas tanah dan /atau bang@hb@agamana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a) Pemindahan hak karena :

1. jual beli;
2. Tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. Waris;
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lai
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai gtaku

hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. Peleburan usaha;
12. Pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
b) Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan pajak.
(3) Hak atas tanah selragaa dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna membamngu
d. hak pakai;
e. hak milik atasusan rumah susun;dan
f. hak pengelolaan.

Pasal 4

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea perolehan dt@s tanah dan

bangunan adalah objek pajak yang di peroleh :

a. Negara, Provinsi dan Daerah untuk menyelenggarakamerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna keggamtimum;

b. orang pribadi atau badan karena konversi hak aaaenk perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;



